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PUTUSAN

Nomor ........ /Pdt.G/2015/PA Dgl.

e A5 i

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, majelis hakim telah menjatuhkan

putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan IRT, Pendidikan SMA, tempat
tinggal di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten

Sigi, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP, tempat
tinggal di Desa Watunonju, Kecamatan Sigi Biromaru,

Kabupaten Sigi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi di muka

sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Februari 2015 telah
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor ..../Pdt.G/2015/PA. Dgl., pada tanggal
03 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2011, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dan sebagaimana
ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 383/14/XI/2011, tanggal 29
Desember 2011,
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Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di

rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang tidak pernah pindabh;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak
yang diberi nama : Anak Penggugat, umur 3 tahun;

4. Bahwa sejak memasuki usia tiga tahun, ketenteraman rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang
sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

4.1. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga
dengan mengancam, mengejar Penggugat dengan parang untuk di bunuh;

4.2. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan tercela melakukan pencurian
dan pernah diproses kepolisian, hal tersebut sangat memalukan keluarga;

4.3. Bahwa Tergugat sampai sekarang masih sering mabuk dengan minum
minuman keras;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
tersebut terjadi kurang lebih tiga bulan, yang akibatnya antara Penggugat
dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat
kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit
dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh
melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan
alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara
Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena
perceraian;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengadilan
Agama Donggala pada tanggal 06 Maret 2015 dan tanggal 10 April 2015, dan
ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut

hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi
terhadap perkara aquo tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam
Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar gugatan
Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, selanjutnya sidang dinyatakan
tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud

dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
383/14/X1/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, dahulu Kabupaten Donggala sekarang
Kabupaten Sigi, pada tanggal 20 November 2011, yang telah diberi meterai cukup
dan di stempel pos, setelah alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan
aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi

tanda kode P. paraf dan tanggal;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan

2 orang saksi, kedua saksi tersebut setelah diambil identitasnya dan disumpah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai
berikut:

1. Saksi pertama Penggugat, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah
tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru,
Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Saksi |

2. Saksi  kedua Penggugat, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan P3N,
pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru,
Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Saksi Il;

Bahwa keterangan saksi | Penggugat di muka sidang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat, dan hubungan Penggugat dengan
Tergugat sebagai suami-istri yang sah, menikah di Desa Bora, Kecamatan
Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan

Tergugat tetapi lupa tahun pernikahannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah

orang tua Penggugat, sampai berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering melakukan
kekerasan dalam rumah tangga, suka minum-minuman keras, mabuk,
narkoba dan mencuri lombok di kebun orang bahkan sampai diproses di

kepolisian dan baru dua bulan keluar dari tahanan;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan

melihat Tergugat minum minuman keras dan mabuk;

- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal kurang lebih empat bulan lamanya dan yang meninggalkan tempat

kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah pernah dinasihati agar kembali rukun
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
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Bahwa keterangan saksi I Penggugat di muka sidang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakek
Penggugat, hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri yang
sah dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua

Penggugat sampai berpisah tempat tinggal;

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula
berjalan rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak rukun lagi dan sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan
kekerasan dalam rumah tangga, minum minuman keras, mabuk, mencuri
lombok diladang orang sampai di tahan di kantor polisi dan baru dua bulan ini

keluar dari tahanan;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, serta
melihat Tergugat minum minuman keras dan mabuk;

- Bahwa saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal menjelang empat bulan lamanya, dan yang meninggalkan rumah
adalah Tergugat;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukii
lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon perkaranya
diputus;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan
telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang

tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan
kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9)
Undang-Undang Rl Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-
Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat
hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang
diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada
hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan
gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala,
sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan
Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49
huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Rl Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya
Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat
agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi
upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan,upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2008
tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut tidak datang menghadap di muka sidang, dan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak
berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus
secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement
Buiteegewesten (R.Bg) vyaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat
dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena
perkara aquo merupakan sengketa keluarga maka untuk menghindari terjadinya

kebohongan besar (de grote leugen) dalam perkara ini, Majelis tetap membebani
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enggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai maksud Pasal 283
Reglement Buiteegewesten (R.Bg.);
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi kode P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P., yang dibuat oleh pejabat yang berwenang,
telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang
sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 Reglement Buiteegewesten
(R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat
(bindende), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi | dan saksi Il Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172

ayat (1) angka (4) Reglement Buiteegewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di
persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan
keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung
antara satu dengan yang lain dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukii
kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Reglement

Buiteegewesten (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah
Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (Legal Standing) atas
perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti
P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 Reglement
Buiteegewesten (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita
angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum,
sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang
sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 20 November 2011, di
Kecamatan Sigi Biromaru, dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Sigi,
Provinsi Sulawesi Tengah, dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki Legal
Standing (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai a quo;

Menimbang, bahwa saksi | Penggugat telah memberikan keterangan yang

relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan di persidangan,
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= dikuatkan pula oleh keterangan saksi Il Penggugat yang saling bersesuaian bahwa
setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah
orang tua Penggugat sampai berpisah, dan pada awalnya rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat dijalani dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami
istri, hingga dikaruniai satu orang anak, sehingga terhadap posita angka 2 (dua) dan
angka 3 (tiga) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah

menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi | Penggugat telah memberikan keterangan yang
relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan di persidangan,
dikuatkan pula oleh keterangan saksi Il Penggugat yang saling bersesuaian bahwa
saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering melakukan
kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering minum-minuman keras, mabuk,
mencuri lombok di kebun orang sampai diproses di kepolisian, sehingga terhadap
posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara

sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi | Penggugat telah memberikan keterangan yang
relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan di persidangan,
dikuatkan pula oleh keterangan saksi Il Penggugat yang saling bersesuaian bahwa
sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah menjelang empat
bulan, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, maka terhadap
posita angka 5 (lima) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara

sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi | Penggugat telah memberikan keterangan yang
relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan di persidangan,
dikuatkan pula oleh keterangan saksi Il Penggugat yang saling bersesuaian, bahwa
keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun
tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 310 Reglement Buiteegewesten
(R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan
hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat,
tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka terhadap posita angka 6
(enam) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut

hukum;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara berdasarkan
Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan berdasarkan ketentuan Pasal 310
Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk
mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu
sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya,
sehingga terhadap posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim
harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap
konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum

sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan
yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 20 November 2011, di
Kecamatan Sigi Biromaru, dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Sigi,

Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di
rumah orang tua Penggugat sampai berpisah, dan pada awalnya rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat dijalani dengan rukun dan harmonis sebagaimana
layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa saat ini, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan
tidak harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihnan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat sering minum-
minuman keras, mabuk, mencuri lombok di kebun orang lain sampai diproses di
kepolisian;

- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah menjelang
empat bulan lamanya, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama
dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, oleh Majelis
Hakim telah mengkualifisir sehingga Majelis berkeyakinan kuat bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

membina rumah tangganya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak rukun yang disebabkan Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal menjelang empat bulan lamanya, dan Tergugat yang
pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh Majelis Hakim telah mengkualifisir,
sehingga Majelis berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat

menjelang empat bulan lamanya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim
telah berkeyakinan kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah
sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan telah berpisah tempat tinggal
kurang lebih 10 tahun lamanya dan telah diupayakan untuk berdamai baik melalui
lembaga litigasi maupun non litigasi (keluarga), maka perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November
2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RIL Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5
Oktober 1991, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diakhiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Figh Al-Sunnah juz Il halaman 290
sebagai berikut:

il Lgilla Laghy 730a¥) (e omlil Sae s Leglial (e 5p0n) alsd 4ne (3lay

axly
Artinya : Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat,
atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang
menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak
untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil
mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak
ba'in;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19
huruf () Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
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'ndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
dan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan
Penggugat menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena
perceraian telah memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf ( ¢) Kompilasi Hukum Islam, oleh

karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang
perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk
mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru,
dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar

putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di depan sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba’in Shuhgra Tergugat terhadap Penggugat ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk
mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi
Biromaru, Kabupaten Sigi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 17 April 2015
Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Hj.
HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc., sebagai Ketua Majelis, dan AMAR MA’'RUF,
S.Ag., serta RUSTAM, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Jumat
tanggal 17 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1436
Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh Hj. NORMADIA., S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc.

HAKIM ANGGOTA | HAKIM ANGGOTA I

AMAR MA'RUF, S.Ag. RUSTAM, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

Hj. NORMADIA, S.Ag.

Perincian Biaya:

Pendaftaran Rp 30.000,-
Proses/ATKPerkara Rp 50.000,-
Panggilan Rp 375.000,-
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edaksi Rp 5.000,-
Meterai Rp 6.000,-
Jumlah Rp 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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